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Abstract	

The purpose of this study was to determine the role and neutralization of the BPD in village head 

elections based on Permendagri Number 110 of 2016 in the study in Poleonro village, Poleang 

Tengah District. The type of research used is empirical legal research, which was conducted at 

the location of Poleonro Village, Central Poleang District, with research time starting from May to 

June 2023. The data used are primary data and secondary data, the primary data consists of the 

Head of BPD, BPD Members and Village Communities Poleonro, while secondary data consists of 

Permendagri Number 110 of 2016, Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The data analysis 

activities are data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the 

study show (1) The role of the BPD in the village head election in Poleonro village based on 

Permendagri Number 110 of 2016 includes the BPD forming an election executive committee and 

supervising the election process from candidate selection to the inauguration of the village head. 

(2) Neutralization of the BPD in the election of the village head of Poleonro based on Permendagri 

Number 110 of 2016 is still lacking. There was fraud and partiality shown by the BPD and the 

election executive committee. The involvement of the government bureaucracy, especially the 

village head in participating in the General Election. With the partiality of a government person 

in holding regional head elections is a form of injustice in elections. 

Keyword	:	Neutralization, BPD, Village Head, Permendagri No 110 of 2016.	

	

Abstrak		

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perandan netralisasi BPD dalam pemilihan kepala 

desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 studi di desa Poleonro Kecamatan 

Poleang Tengah.Jenis penelitian ini hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini bersumber pada data 

primer yang terdiri dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder terdiri dari UU 

No.6/2014, Permendagri 110/2016, dan lain-lain, data tersier terdiri dari kamus hukum, dan 

ensiklopedia.Adapun aktivitas analisa data terdiri dari reduksi data (datareduction), penyajian 

data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). 

Hasil penelitian menunjukkan (1)Peran BPD dalam pemilihan kepala desa di desa Poleonro 

berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 meliputi BPD membentuk panitia pelaksana 

pemilu dan melakukan pengawasan jalannya proses pemilihan mulai pemilihan kandidat hingga 

pelantikan kepala desa.(2) Netralisasi BPD dalam pemilihan kepala desa Poleonro berdasarkan 

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016  masih kurang. Terdapat kecurangan dan sikap memihak 

yang ditunjukkan oleh BPD dan panitia pelaksana pemilu. Keterlibatan birokrasi pemerintahan 

khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya 

keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu. 

Kata	kunci	: Netralisasi, BPD, Kepala Desa, Permendagri No 110 tahun 2016. 

 

Pendahuluan	

   Demokrasi imerupakan ibentuk isistem ipolitik ipemerintahan iyang isegenap irakyat iturut 

campur itangan idalam imemberikan ipartisipasi idan imemberikan iaspirasi idalam iperumusan 

kebijakan ipublik imelalui iperantara iwakil-wakil irakyat iatau ipemerintahan irakyat. iSistem 

demokrasi isebagai ibentuk ipemerintahan iyang iterbaik idan iideal ikarena idipandang 
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sebagaiisistem iyang imenjunjung itinggi ikebebasanrakyat idan imengedepankan iaspek 

persamaan imaupun ikesetaraan. iDalam isistem idemokrasi ipartisipasi ipolitik irakyat 

merupakan isebuah ipilar iyang imembangun ikeberhasilan isistem itersebut. iTermasuk 

didalamnya iproses ipemilihan iumum isemua irakyar iterlibat idalam iproses ipelaksanaannya. 

Pemilihan iUmum idiselenggarakan idengan itujuan iuntuk imemilih iwakil irakyat ibaik idi  

tingkat ipemerintahan ipusat imaupun ipemerintahan idaerah, iserta iuntuk imembentuk  

pemerintahan iyang idemokratis, ikuat, idan imemperoleh idukungan irakyat idalam irangka  

mewujudkan itujuan inasional isebagaimana iyang idiamanatkan ioleh ipembukaan iUndang 

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. iPemilihan iUmum idi ilaksanakan 

oleh inegara iIndonesia idalam irangka imewujudkan ikedaulatan irakyat isekaligus ipenerapan  

prinsip-prinsip iatau inilai-nilai idemokrasi i(Rahmat, i2014).	

Demokrasi inasional iyang idiwujudkan idalam iPemilihan iUmum ikepala idesan idan iwakil 

kepala idesaserentak itidak iterlepas idari iadanya iperan iaktor idan iatau ielit ipolitik iyang 

secara ilangsung iatau itidak ilangsung idapat imempengaruhi iproses ipemerintahan idan 

pembangunan idi iDaerah. iPara iaktor iberperan idalam imengisi idan imembangun iruang  

ruang ipublik isebagai ibentuk irekonsiliasi idemokrasi idandilakoni ioleh isubjek-subjek ipolitik 

yang isaling ibersinergi imengawal iketat iberjalannya itransisi ipolitik idi iDesa. i	

	

Metode		

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	 karena fokusnya pada kajian partisipasi 

politik, demokrasi, dan pemilihan umum yang melibatkan analisis terhadap fenomena sosial, 

politik, dan interaksi para aktor politik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi 

Deskriptif karena menggambarkan proses partisipasi politik dalam demokrasi, peran aktor 

politik, dan pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat desa hingga nasional. Metode 

Pengumpulan Data dilakukan WawancarauUntuk mendapatkan pandangan mendalam dari 

aktor-aktor kunci terkait partisipasi dan peran mereka dalam demokrasi desa. Dokumentasi 

dengan  mengumpulkan data dari dokumen resmi, regulasi, dan hasil pemilu serta observasi 

Partisipatif dengan melibatkan diri dalam proses demokrasi di desa untuk memahami dinamika 

lapangan secara langsung. 

 

Hasil Temuan dan Pembahasan 

Peran iBPD idalam iPemilihan iKepala iDesa iBerdasarkan iPermendagri iNomor i110 

Tahun i2016 istudi idi idesa iPoleonro iKecamatan iPoleang iTengah 

  Kegiatan ipemilihan ikepala idesa idi iPoleondro idilakukan isecara iserentak idengan desa-

desa ilainnya idi iwilayah iKabupaten iBombana. iUntuk imendukung iproses ipemilihan iKepala 

Desa iberjalan ilancar, iBPD iDesa iPoleondro imenjalankan iperannya isesuai idengan itugas 

yang iada idalam iPeraturan imenteri idalam inegeri inomor i110 itahun i2016. iDalam  peraturan 

tersebut iBPD iberhak imenentukan idan imengatur ijalannya iproses ipemilihan ikepala idesa, 

mulai idari ipembentukan ipanitia, ikampanye ihingga ipada ipenentuan ilokasi ipemilihan 

kepala idesa iatau iTPS. iSelain ihal itersebut ihal iutama iyang idilakukan iBPD iselama iproses  

pemilihan ikepala idesa iyaitu imelakukan ipengawasan iuntuk imenghindari ipraktik money 

politik iyang idilakukan ioleh ipara icalon ikepala idesa iselama ikampanye. 

Peran iBPD idesa iPoleondro idalam ipemilihan ikepala idesa iyaitu imembentuk ipanitian  

pemilihan ikepala idesa iyang itediri idari iaparat idesa idan ianggota imasyarakat iyang  

jumlahnya idisesuaikan idengan ibeban itugas idan ikemampuan ipembiayaan iseperti iyang  

dijelaskan idalam iPasal i40 iPermendagri inomor i110 itahun i2016. iPanitia iyang idibentuk 

oleh iBPD imemiliki itugas imelakukan ipenjaringan idan ipenyaringan ibakal icalon iKepala  Desa 

antarwaktu. iPenyaringan ibakal icalon iKepala iDesa imenjadi icalon iKepala iDesa, ipaling  
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sedikit i2 i(dua) iorang idan ipaling ibanyak i3 i(tiga) iorang, ihal iini itelah itertuang idalam  

Permendagri inomor i110 itahun i2016 iPasal i41. iPanitia iyang idibentuk iini ibisa isaja  

diberhentikan isesuai idengan ikeputusan iBPD. 

Peran ilain iBPD idalam ipemilihan ikepala idesa iyaitu imengawasi ipara icaleg iagar itidak 

berbuat icurang idalam ikampanye iseperti ipemberian ihadiah imaupun iberupa iuang ipada  

masyarakat i idengan isyarat imereka imemberikan ihak isuaranya. iPada iwawancara ibersama  

aparat idesa idan iBPD imereka imenjelaskan ibahwa ipara icalon ikepala idesa imelakukan  

kampanye isesuai iperaturan idan itidak imelanggar, inamun idalam ikenyataannya idilapangan  

banyak iditemukan icaloon ikepala idesa imemberikan ihadia ibaik idalam ibentuk isembako  

maupun iuang ipada isetiap iwarga idengan imaksud iagar imereka imemberikan ihak isuaranya  

ketika idipemilihan inanti. 

Narasumber ijuga imenyanyangkan isikap icalon ikepala idesa iyang imemberikan ihadia  

pada iwarga, ikarena ihal iini idinilai idapat imenimbulkan ipersaingan itidak isehat iantara icalon  

dan imembuat imasyarakat imemberikan ihak isuaranya itidak isesuai ihati inuraninya itetapi  

sesuai iberapa inilai ihadiah iyang idiberikan. iMasih ilemahnya iperan iBPD idalam ipengawasan  

pemilihan ikepala idesa idi idesa iPoleondro idikarenakan ikurang iadanya idorongan iuntuk  

menguatkan ilembaga iBPD idan iindividu-individu iyang iada idi idalam iBPD. 

Peran iBPD idalam ipemilihan ikepala idesa iberdasarkan iPermendagri iNomor i110 iTahun  

2016 idi idesa iPoleonro iKecamatan iPoleang iTengah iberjalan ibaik idan isudah imelaksanakan  

fungsinya isebagai ilembaga idemokrasi. iMenurut iketentuan iPasal i36 iayat i(4 iPeraturan  

Pemerintah iNomor i72 iTahun i2005 itentang iDesa idisebutkan ibahwa ianggota iBadan  

Permusyawaratan iDesa i(BPD) imempunyai ihak imengajukan ipertanyaan, imenyampaikan  

usul idan ipendapat. iMelihat idari itugas iyang itelah idijalankan ioleh iBPD ipada ipelaksanaan  

pemilihan iKepala iDesa iPoleondro, iBPD iDesa iKeji, itelah imenjalankan ihak idan  

kewajibannya isebagai ilembaga idemokrasi. iTerbukti idengan iketerlibatan ilembaga iini  

membentuk ipanitia ipemilihan iKepala iDesa idengan imusyawarah idi imanamasing-masing  

anggota iBPD idapat imengusulkan isiapa isaja iyang iberhak imenjadi ipanitia ipemilihan iKepala  

Desa, imenyeleksi icalon iKepala iDesa, idanmelakukan ipengawasan idalam ipelaks ianaan  

pemilihan iKepala iDesa idi iDesa iPoleondro. 

Adanya ipengawasan iPemilu idiperlukan iuntuk imenghasilkan iproses ipenyelenggaraan  

Pemilu isesuai idengan iasas-asas iyang iditetapkan. iUkuran iterlaksananya iPemilu iyang  

demokratis iadalah isetiap iwarga idijamin ikerahasiaan idalam imemilih, imenjamin isuara iyang  

terhitung idengan ijujur, imenjamin ihak iwarga iuntuk idipilih, iminim ipelanggaran, idan iada  

penegakan ihukum. iMerujuk ipada ipentingnya ipengawasan idalam ipemilihan iumum iyang  

dijelaskan idalamJurnal iKonstitusi itersebut, iadanya ipengawasan iyang idilakukan iBPD idalam  

pelaksanaan ipemilihan iKepala iDesa idi iPoleondro ibertujuan iuntuk imendukung 

terlaksananya iproses ipemilihan iKepala iDesa isesuai idengan iperaturan iyang iberlaku idan  

untukmengantisipasi itimbulnya ikecurangan-kecurangan idalam ipemilihan iKepala iDesa 

Berdasarkan idari ihasil ipenelitian idapat idilihat ibahwa itugas ipokok idan ifungsi  

pengawasan iBPD idalam ipenyelenggaraan ipemerintahan idi iDesa iPoleondro iKecamatan  

Poleang iTengah, ibelum isepenuhnya idilakukan isecara ioptimal, ihal iini idapat idilihat ikarena  

tidak isemua itugas ipokok iyang itelah iditentukan ioleh iundang-undang idilaksanakan ioleh  

BPD iDesa iPoleondro iKecamatan iPoleang iTengah. Adapun idalam ipelaksanaan itugas ipokok  

BPD iyaitu ipembentukan ipanitia ipemilihan iKepala iDesa ijuga itelah idilaksanakan ioleh iBPD  

di iDesa iPoleondro. iDi idalam ipembentukan ipanitia ipemilihan, iBPD imembentuk ipanitia 

pemilihan iumum iyang iberasal iunsur iperangkat idesa, ipengurus ilembaga ikemasyarakatan, 
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dan itokoh imasyarakat. iBPD idan iketua ipanitia ipemilu iberkoordinasi idengan ipemerintah  

Kabupaten iuntuk imenetapkan iKepala iDesa iterpilih iagar iselanjutnya iBupati idapat  

mengeluarkan isurat ikeputusan ipenetapan iKepala iDesa. iDemikian ihalnya idengan iusulan  

pengangkatan idanpemberhentian iKepala iDesa. iBPD iberkoordinasi idengan ipemerintah  

kabupatenuntuk isegera imengeluarkan isurat ipemberitahuan itentang imasa ijabatan  

KepalaDesa iyang iakan isegera iberakhir, isehingga idibentuk ipanitia ipemilihan iKepala iDesa  

untuk iperiode iselanjutnya. 

 

Netralisasi iBPD idalam iPemilihan iKepala iDesa iBerdasarkan iPermendagri iNomor i110 

iTahun i2016 iStudi iDi iDesa iPoleonro iKecamatan iPoleang iTengah 

Pemilihan iUmum imemilih iKepala iDaerah ibiasa idikenal idengan iPemilukada, dimana  

Pemilihan iUmum iKepala iDaerah i(Pemilukada) iadalah iPemilihan iUmum iuntuk memilih  

Kepala iDaerah idan iWakil iKepala iDaerah isecara ilangsung i ioleh ipenduduk daerah isetempat  

yang imemenuhi isyarat. iDalam ipenyelenggaraan iPemilukada, ipara  perangkat iPemerintahan  

tentulah iharus imemiliki isikap iyang itidak imerugikan ipihak imanapun, ikhususnya  

merugikan ipihak iyang iakan imencalonkan idiri, inamun idalam ipelaksanaannya idi ilapangan,  

proses ipilkada iini ibanyak isekali iditemukan ipelanggaran.Begitu ipula ipemilihan ikepala  

desa, isering iterjadi ijuga ibeberapa ipelanggaran, isalah isatunya idilakukan ioleh ipara ibakal  

calon ikepala idesa iitu isendiri iseperti imoney ipolitik, iintimidasi, ikampanye inegatif idan  

sebagainya. iDalam ihal iini iBPD imempunyai iperan ipenting iuntukmenjaga inetralitasnya  

supaya ipelaksanaannya idapat iberjalan isesuai idengan iaturandan iUndang-Undang iPemilu. 

Berdasarkan ihasil iwawancara idan iobservasi idi idesa iPoleondro iselama ipemilihan  

kepala idesa, ipanitia ipelaksana ibersama iBPD imembuat iperaturat-peraturan Iuntuk  

mencegah iterjadinya ikecurangan iselama ipemilu. iSeperti idalam ihasil iwawancara idengan  

kepala idesa iPoleonro idijelaskan ibahwa:  

I“Panitia iPilkades imensosialisasikan ikepada imasyarakat imengenai icalon ikades i dan 

inomor iurut, idengan ibentuk igambar, isedangkan ipara icalon idilarang isecara itegas 

imelakukan ipolitik iuang, imemberikan isembako, iSarung, ikaos idan ibingkisan 

ilainnya, imemasang ispanduk, ibaliho, ibanner, idan iAPK iserta icakades ihanya 

imemasang ibanner idi irumahnya. iApabila ipara icalon imelanggar iketentuan iyang 

itelah iditetapkan imaka iia iakan idikenai isanksi isesuai idengan iketentuan iyang itelah 

iditetapkan idalam iTata iTertib” i(Hasil iwawancara, itanggal i31 iMei i2023). 

Dari ipenjelasan iinforman idi iatas, ipeneliti imenyimpulkan ibahwa ipanitia ipemilihan kepala 

desa imelarang isegala ibentuk iaktifitas iyang imengandung iunsur ikecurangan pilkades, 

dengan imembentuk iperaturan iyang iberisi isanksi-sanksi. iBerbeda idengan iyang  

disampaikan ioleh ipara icalon ikades ibahwa imereka imentaati iperaturan i iyang itelah 

ditetapkan ioleh iPanitia iPemilihan iKepala iDesa iPoleondro. iDari ihasil iwawancara ikepada 

para icalon idi iatas, itidak isejalan idengan ihasil iwawancara iyang idilakukan ioleh ipeneliti 

kepada iwarga iDesa iPoleondro ibahwa icalon ikades imelakukan ikecurangan. iPanitia iPilkades 

Poleondro iyang ibertanggungjawab iatas ipelaksanaan ipemilihan ikepala idesa imelakukan 

beberapa itindakan iatas iterjadinya ikecurangan iyang idilakukan ioleh ipara icalon ikades. 

Hasil iwawancara ibersama inarasumber imenjelaskan ibahwa iselama iproses  

pemilihan ikepala idesa iyang imereka ilakukan isesuai iUndang-Undang iyang iberlaku idan 

tidak imelakukan ikecurangan iataupun ipelanggaran iyang ibisa imerugikan isegala ipihak, idan 

bersikap inetral ipada isemua icalon ikepala idesa. iNamun, idilapangan ihasil iwawancara 

bersama imasyarakat idijelaskan ibahwa imasih ibanyak iditemukan ianggota iBPD iterang 

terangan imemiliki idukungan ipada isetiap icalon ikepala idesa, iwalaupun itidak inampak itapi 
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sudah imenjadi irahasia iumum idi imasyarakat ijika imereka imemiliki idukungan imasing-

masing. iseperti iyang idijelaskan isalah iwatu iwarga. 

“Saat ikampanye imereka imemberikan idukungan ipada icalon iyang imereka ipilih, 

ibahkan ipada isaat ihari ipimilihan iterlihat ijelas ipada ipanitia ipelaksana iyang 

imenunjukkan icaleg iini iyang imenjadi idukungan imereka, imereka ibiasanya iyang 

iseperti iitu ikarena imereka itelah idiberikan ijanji iakan idiberikan iposisi ipada 

ipemerintahan idesa ijika icalonnya iterpilih, idan ibiasa iada ijuga idari imereka iyang 

iikut ikempanye”. i(Hasil iwawancara isalah isatu imasyarakat idesa iPoleonro, itanggal 

i1 iJuni i2023). 

Sejalan idengan ipenjelasan iwarga ilain iyang imenjelaskan ibagaimana ikecurangan 

yang idilakukan ipada ipihak ipanitia idan ibeberapa ianggota iBPD isaat ipemilihan ikepala desa. 

Pemilihan ikepala idesa idi idesa iPoleondro imasih iterbilang ilancar inamun, idalam ipraktiknya 

masih iterdapat ikecurangan iyang idilakukan, ibaik ioleh ipanitia ipelaksana idan ianggota iBPD 

sebagai ipengawas. iKecurangan iitu i iberupa iketelibatan imereka iterang-terangan idalam 

politik isaat ipemilihan ikepala idesa, ipadahal isebenarnya imereka iharus imempu ibersikap 

netral iuntuk imenjaga ikepercayaan imasyarakat. iSelain iitu iuntuk imencipatakan ipemimpin 

terpilih iyang imurnih idipilih ioleh iseluruh iwarga itanpa iadanya ipermainan ididalam 

pemilihan itersebut. 

Netralitas iBPD iyang idimaksudkan iadalah: ipertama, itidak iterlibat idalamarti itidak 

menjadi itim isukses icalon ikandidat ipada i imasa ikampanye iatau imenjadi ipeserta ikampanye 

baik idengan imenggunakan iatribut ipartai iatau imenggunakan ifasilitas inegara. iKedua, itidak 

memihak idalam iarti itidak imembatu idalam imembuat ikeputusan idan/atau itindakan iyang 

menguntungkan isalah isatu ipasangan icalon, itidak imengadakan ikegiatan iyang imengarah 

kepada ikeberpihakan iterhadap isalah isatu ipasangan icalon iKepala idesa ipada imasa 

kampanye imeliputi ipertemuan, iajakan, ihimbauan, iseruan, iatau ipemberian ibarang ikepada 

masyarakat idesa, iserta itidak i imembantu idalam imenggunakan ifasilitas inegara iyang iterkait 

dengan ijabatan idalam irangka ipemenangan isalah isatu icalon ipasangan iKepala idesa ipada 

masa ikampanye. Bersikap inetral imenjelang iperhelatan ipesta idemokrasi ipemilukada, itentu 

tidak iditujukan isemata i ipada ipejabat iyang iberencana imencalonkan ikembali iatau idengan 

istilah ilain iincumbent. iTapi isuatu ihal iyang iperlu idipahami ibahwa iseorang iBPD i iharus 

mampu imenempatkan idiri isebagai ipelayan imasyarakat, ibukan imelayanikepentingan  

pribadi iorang iper iorang idan iatau icalon itertentu.Penyelenggaraan itugaspemerintahan idan 

pembangunan inasional itergantung ipada ikesempurnaan iaparaturnegara ikhususnya iBPD. 

Dengan idemikian, idalam irangka imencapai itujuan ipembangunan inasional iyakni 

mewujudkan imasyarakat imadani iyang itaat ihukum, iberperadaban imodern, idemokratis, 

makmur, iadil, idan ibermoral itinggi, idiperlukan iBPD iyang ibertugas isebagai iabdi masyarakat 

yang iharus imenyelenggarakan ipelayanan isecara iadil idan imerata ikepada imasyarakat 

dengan idilandasi ikesetiaan idan iketaatan ikepada ipancasila idan iUndang-Undang iDasar 

1945. 

Pentingnya imenjaga inetralitas i ijuga isemestinya idijadikan isebagai isuatu ipaham 

yang iharus idi ijunjung itinggi iagar imisi iyang ibersangkutan isebagai ipelayan imasyarakat itak 

terkontaminasi idengan ikepentingan iyang ifragmatis. iIni itentu iharus idipahami idan ibetul-

betul idijaga ioleh isemua ikepala idesa iagar itidak imembuat isikap idan iperilaku iblunder. 

Panitia ipengawas ipemilu idibentuk idalam irangka iuntuk imewujudkan ipenyelegaraan i 

pemilihan iumum iyang iberintegritas idan iberkredibilitas iserta ipenyelenggaraan ipemilihan 

umum iyang iberasaskan ilangsung, iumum, ibebas, irahasia, ijujur, iadil, idan idemokratis. 
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Terakhir, ilarangan iKepala iDesa, iperangkat idesa idan iBPD iterlibat idalam ipolitik 

praktis iterdapat idalam iUU iNomor i7 iTahun i2017 itentang ipemilihan iumum. iDalam iPasal 

280 iayat i(2) ihuruf i(h), i(i) idan i(j) idisebutkan iPelaksana idan/atau itim ikampanye idalam 

kegiatan iKampanye iPemilu idilarang imengikutsertakan: iKepala iDesa, iPerangkat iDesa idan 

anggota ibadan ipermusyawaratan idesa. iDalam iayat i(3) inya idisebutkan isetiap iorang 

sebagaimana idimaksud ipada iayat i(2) idilarang iikut iserta isebagai ipelaksana idan itim 

Kampanye ipemilu iSelanjutnya idi iPasal i282 iUU iNomor i7 itahun i2017 idisebutkan ipejabat 

negara, ipejabat istruktural, idan ipejabat ifungsional idalam ijabatan inegeri, iserta ikepala idesa 

dilarang imembuat ikeputusan idan/atau imelakukan itindakan iyang imenguntungkan iatau 

merugikan isalah isatu iPeserta iPemilu iselama imasa iKampanye. iKemudian idi iPasal i283 ayat 

i(1) idisebutkan iPejbabat inegara, ipejabat istruktural idan ipejabat ifungsional idalam ijabatan 

negeri iserta iaparatur isipil inegara ilainnya idilarang imengadakan ikegiatan iyang imengarah 

kepada ikeberpihakan iterhadap iPeserta ipemilu isebelum, iselama, idan isesudah imasa 

Kampanye. 

Pelanggaran iterhadap ilarangan iketerlibatan iaparatur ipemerintahan idesa idalam 

politik ipraktis, idapat imengakibatkan iyang ibersangkutan i idiberikan isanksi, imulai idari 

sanksi iadministrative, ipemberhentian isementara, ipemberhentian itetap isampai idengan  

sanksi ipidana iberupa ikurungan idan idenda. iBerikut isanksi-sanksi iyang ibisa idiberikan 

kepada iKepala iDesa i, iperangkat idesa idan iBPD iyang iterlibat idalam ipolitik ipraktis i: i 

1) UU iNomor i6 iTahun i2014 iPasal i30 iayat i(1) iKepala iDesa iyang imelanggar ilarangan 

sebagaimana idimaksud idalam iPasal i29 idikenai isanksi iadministrative iberupa iteguran  

lisan idan/atau iteguran itertulis. i(2) iDalam ihal isanksi iadministratif isebagaimana 

dimaksud ipada iayat i(1) itidak idilaksanakan, idilakukan itindakan ipemberhentian 

sementara idan idapat idilanjutkan idengan ipemberhentian. iPasal i52 iayat i(1) iPerangkat  

Desa iyang imelanggar ilarangan isebagaimana idimaksud idalam iPasal i51 idikenai isanksi 

administratif iberupa iteguran ilisan idan/atau iteguran itertulis. i(2) iDalam ihal isanksi 

administratif isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) itidak idilaksanakan, idilakukan 

tindakan ipemberhentian isementara idan idapat idilanjutkan idengan ipemberhentian.  

2) UU iNomor i6 iTahun i2016 iPasal i188 iSetiap ipejabat inegara, ipejabat iAparatur iSipil  

Negara, idan iKepala iDesa iatau isebutan ilain/Lurah iyang idengan isengaja imelanggar 

ketentuan isebagaimana idimaksud idalam iPasal i71, idipidana idengan ipidana ipenjara 

paling isingkat i1 i(satu) ibulan iatau ipaling ilama i6 i(enam) ibulan idan/atau idenda paling 

sedikit iRp600.000,00 i(enam iratus iribu irupiah) iatau ipaling ibanyak Rp6.000.000,00 

(enam ijuta irupiah).  

3) UU iNomor i7 iTahun i2017 iPasal i490 iSetiap ikepala idesa iatau isebutan ilain iyang 

dengan isengaja imembuat ikeputusan idan/atau imelakukan itindakan iyang  

menguntungkan iatau imerugikan isalah isatu iPeserta iPemilu idalam imasa iKampanye, 

dipidana idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i1 i(satu) itahun idan idenda ipaling banyak 

Rp12.000.000,00 i(dua ibelas ijuta irupiah). 

Pasal i494 iSetiap iaparatur isipil inegara, ianggota iTentara iNasional iIndonesia idan 

Kepolisian iNegara iRepublik iIndonesia, ikepala idesa, iperangkat idesa, idan/ iatau ianggota  

badan ipermusyawaratan idesa iyang imelanggar ilarangan isebagaimana idimaksud idalam 

Pasal i280 iayat i(3) idipidana idengan ipidana ikurungan ipaling ilama iI i(satu) itahun idan  

denda ipaling ibanyak iRp12.000.000,00 i(dua ibelas ijuta irupiah). iBerdasarkan ipenjelasan 

diatas, isudah isangat ijelas ibahwa iKepala iDesa, iperangkat idesa idan iBPD idiharapkan idapat 
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bersikap inetral idan itidak imemihak idalam isetiap igelaran ipemilu imaupaun ipemilukada. 

Sikap inetral itersebut ibertujuan iuntuk imenjaga iprofesionalitas iaparatur ipemerintahan idesa 

dalam imemberikan ipelayanan iterbaik ikepada iseluruh imasyarakat itanpa imelihat ilatar 

belakang ipilihan ipolitik imereka. iNamun idemikian iKepala iDesa, iperangkat idesa idan iBPD 

tetap imemiliki ihak ipilih idalam ipemilu iataupun ipemilukada, iyang imana ihal itersebut itelah  

dijamin ioleh iundang-undang. 

 

Kesimpulan	

		Peran iBPD idalam ipemilihan ikepala idesa idi idesa iPoleonro iKecamatan iPoleang  

Tengah berdasarkan iPermendagri iNomor i110 iTahun i2016 imeliputi iBPD imembentuk 

panitia ipelaksana ipemilu idan imelakukan ipengawasan ijalannya iproses ipemilihan imulai 

pemilihan ikandidat ihingga ipelantikan ikepala idesa. iNetralisasi iBPD idalam ipemilihan kepala 

desaPoleonro iKecamatan iPoleang iTengahberdasarkan iPermendagri iNomor i110 iTahun 2016 

masih ikurang. iTerdapat ikecurangan idan isikap imemihak iyang iditunjukkan ioleh iBPD idan 

panitia ipelaksana ipemilu.Keterlibatan ibirokrasi ipemerintahan ikhususnya ikepala idesa dalam 

keikutsertaan idalam iPemilihan iUmum. iDengan iadanya ikeberpihakan isuatu ioknum 

pemerintahan idalam ipenyelenggaraan ipemilihan ikepala idaerah imerupakan isuatu ibentuk 

dari iketidakadilan idalam iPemilu. Keterbatasan penelitian ini menghasilkan saran dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengeksplorasi peran pemerintah daerah 

dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta mengevaluasi 

efektivitas mekanisme pengawasan yang ada.	
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